
 

 

 

 
BUPATI PESISIR BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR     34     TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

KETENTUAN WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

KE BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KESEHATAN  

KABUPATEN PESISIR BARAT   

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PESISIR BARAT, 

 

Menimbang  : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, dalam hal daerah yang karena 

kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan 

komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas 

waktu penyetoran, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Ketentuan Waktu Penyetoran Retribusi 

Pelayanan Kesehatan ke Bendahara Penerimaan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat; 

 

Mengingat 
 
 

 
 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

 



 

 

Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5364); 

 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 

tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang 

Nomor  23  Tahun  2014   tentang   Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 



 

 

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);  

 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 

7); 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa umum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 

2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 20); 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 

23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 

2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 35); 

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 

13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 

37); 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 



 

 

11); 

 
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 

2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten 

Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2019 Nomor 130); 

 

17. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 

137), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 

2020 Nomor 163); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG 

KETENTUAN WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI 

PELAYANAN KESEHATAN KE BENDAHARA 

PENERIMAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN 

PESISIR BARAT.  

 

 BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Barat. 

3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. 

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 

Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD   

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 



 

 

Kabupaten Pesisir Barat. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah 

KH.Muhammad Thohir. 

 

 BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan 

waktu penyetoran retribusi pelayanan kesehatan untuk 

UPTD Puskesmas dan RSUD yang melaksanakan 

pemungutan retribusi pelayanan kesehatan. 

 

BAB III 

KETENTUAN WAKTU PENYETORAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

UPTD Puskesmas dan RSUD menyetorkan retribusi 

pelayanan kesehatan kepada Bendahara Penerimaan 

Dinas setiap bulan. 

 

Bagian Kedua 

Waktu Penyetoran 

 

Pasal 4 

Ketentuan waktu penyetoran retribusi pelayanan 

kesehatan mempertimbangkan: 

a. Waktu tempuh; dan 

b. Jarak tempuh. 

Pasal 5 

Waktu penyetoran retribusi pelayanan kesehatan ke 

Bendahara Penerimaan Dinas dilakukan paling lambat 

tanggal 5 pada bulan berikutnya.  

 

Pasal 6 

Apabila tanggal 5 jatuh pada tanggal merah atau hari 

libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat. 

 

 

Ditetapkan di Krui 

pada tanggal  15 Juli 2020 

BUPATI PESISIR BARAT, 

 

ttd 

 

AGUS ISTIQLAL 

 

 

Diundangkan di Krui 

pada tanggal 15 Juli  2020                  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 

ttd 

 

N. LINGGA KUSUMA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 175 

 

 

   SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

KEPALA BAGIAN HUKUM  

KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 

 

 

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP 

NIP. 19740526 200212 1 002 
 


